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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET 
PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  

ABSTRAK :  - Bahwa untuk menyikapi perkembangan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013 
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 6 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.17, TLN No.5196), PP 27 Tahun 2014 (LN 
Tahun 2014 No.92, TLN No.5533), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), 
Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah 
dengan Permenkeu 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pengawasan dan 
pengendalian. Perencanaan kebutuhan aset disusun dalam rencana bisnis dan anggaran 
Badan Pengusahaan setelah memperhatikan ketersediaan aset yang ada serta 
kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Aset yang tidak digunakan lagi oleh Badan 
Pengusahaan dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya. 
Pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan aset. Pendapatan yang diperoleh dari 
pemanfaatan dapat digunakan langsung oleh Badan Pengusahaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Badan Pengusahaan wajib melakukan pengamanan 
aset yang berada dalam penguasaannya. Aset yang tidak lagi diperlukan bagi 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan dapat dilakukan 
pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan apabila aset tidak dapat digunakan, tidak 
dapat dilakukan pemanfaatan, dan/atau tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau 
terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Penghapusan 
pada Badan Pengusahaan meliputi Penghapusan dari pembukuan Badan Pengusahaan 
dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara. Pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan aset dilakukan oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan 
Pengusahaan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu 109/PMK.06/2009 dan 
Permenkeu 4/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 2 Juni 2020. 

 


